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BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR & TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PAJAK PARKIR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

Menimbang

Mengingat

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH UTARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4), Pasal
13 ayat (5), Pasal 14 ayat (2), Pasal 18, dan Pasal 26 ayat (3)
Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Pajak Parkir perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara
tentang Petunjuk Pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Utara
Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pajak Parkir;

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
Daiam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1092};
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak Dengan Surat Paksa} Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997, Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Rebuplik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000,
Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3987};
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang
Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan
Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5179);
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Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara;
a

anun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2017
entang Paiak Parkir.= tole
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MBEMUTUSKAN:

nm
=: PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PETUNJUK

PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 4
TAHUN 2017 TENTANG PAJAK PAR2 BMYLLABD SREIR,

Menc 9) 5) C3 ?

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasai 1

Dsiam Peraturan Runati ini vane dimaksud dengan
wer 2S EL EH sa? Wk f J ee <>

: Ve
ioe

a TVEVIE T rz mae —_ Pa
4 or}, Pajak Parkir adalah pajak atas perryelenggaraan tempat

parkir di luar badan jalan, batik yang berkaitan dengan
moire iicalia im BUDUN clicediokwin sehacwaii wee we wha d

vw ti CHLEALBRCAL eed erLacie’ an Ww? OY

usaha, termaksud penyediaan tempat penitipan kendaraan
bermotor

‘ 1 ~2. Parkir adaiah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan
A mene RP Am wenn +s mate stn t =m spanYan"; oci Siiat sementara.

o IT - Teg qe inl Tit = sen 2
oOo. tempat parkcii adaiah teimip arkir di luar Dadan jalanat pv

yang disediakan oleh orang pribad:i atau badan, baik yang
disediakan berkaitan dengan pokok usaha Mmaupun yang
disesuaikan sebagai suatu usaha, termasuk penyyediaan
tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi
kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

4. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua
atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua
jenis jalan darat dan digerakan oleh peralatan teknik
erupa motor atau peralatan lainnya yang berfunsi untu

mengubah suatu sumber daya energi tertentu. menjadi
tenaga gerak kendaraan bermetor yang bersangkutan,
termasuk aiatberat dan alat-alat besar yang bergerak.
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. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjuinya

r fq
)

wa parkir adalah pembayaran atas pemakaian tempat
iselenggaraken oleh orang atau badan

Si
nmarkar x

adalah tanda bukt:i masuk tempat parkir
dan/atau tanda bukti pembayaran atas pemakaian tempat

va

Valib pajak vang selanjutnya disingkal WP aclalah
oranggach atau badan melinpati pembayaran najak, pe otongi

CicALt Vali UdallPI AR LAL VAL
lee At TunDerpai Sshet ai cae der.Se Yani pe & Wiad dang-

PELVayanda i dacrah

oO. AUcdIALI VAaUall Udall

Lain~-Lain PAD

Petugas adalah pegawai yang ditunjuk yang menangani
pajak daerah pada Bidang Pajak Daerah dan Lain-Lain
PAD,

. Pajak yang terutang adaiah pajak yang harus dibayar pada
suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau
alam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan
eraturan Perundang-Undangan

er
Pe

Pemungutan adalah suatu
rangkaian kegiatan mulai dari

penghimpunan data objek dan subjek pajak, penetuan
besarnya pajaky.yang terutang

sampai kegiatan penagihan
pajak kepada wajib pajak scrta pengawasan penyctorannya.

disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak
cliotsmaleain iintiil meloanar ran nenohi itiinean ‘dan fateuWha fy VAs

d ete wisn Lin ae aos
fad op Soda mn cell A Cte

€

r
pembayaran pajak, objek pajale Canaan

bukan objek
HE

r
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naiak larnf/atai dharta dan ik atiban sesuai denganiv* aK, ~ WR ARNE Ot SE Ne@ aw A wey
a> peese%ct

ketentuan Peraturan Perundang-Undangan perpajakan
vt on erahdace

Sin Set: 45048 nN Der eran. se lannuiinv k
aU UU 11U pICLLye Gi

telah dila ukan engan me fhak A
An torm wir atau

wean Anala — lL. mlaleritelah dilakukan dengan ara lain ke kas daerah melaluic
tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupatt.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang
selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan
pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok payjak,
jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok
pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak,
besarnya sanksi administrasi dan jumlah paiak yang masih
harus dibayar.
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Beletapen
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. Surat Keputus

. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar TambahanL
yang selanjutya dsingkat SKPDKBT adaleh sura
Keputusan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah
pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya
dis
singkat SKPDN,

adalah surat ketetapan pajak yang
Wwul i pokok pajak sama besarz nya dengan

jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada
JUisileaar

weof

a ajak Daerah Lepih Bayar, yang
SK 1

selanjutay disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapante ne ee tn th = om mee be meeepajak yat ge menentukan jumilah kelebihan pcimoayaran
1. -

~- 2paiak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari padatele one hate ed by a erte. icr owe otpape ALI Lai ALCL ig, ovlicti oly LiIMGGs LULL UtLarig

0 L

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjuinya disingkat
SPPD adalah surat untuk melsakukan tagihan paiak
dan/atau sanksi adiinistrasi berupa denda dan/atau
denda.

usan Pembetulan adalah surat keputusan yang
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau
kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang
terdapat dalam surat pemberitahuan pajak terutang, surat
Ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan
pajak daerah nihil, surat ketetapan pajak daerah lebih
bayar, surat tagihan pajak daerah, surat keputusan
pembetulan atau surat keputusan keberatan.

*

C

-eputusan Keberatancals surat keputusan atas
;

I nberitahuan pajak terutang,
ketetapan pajak daerah

kurang bayar, surat
i

curang bayar tambahan, surat
a
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BAB il

BENTUK, ISI DAN TATA CARA PENGISIAN SPTPD
Bagian KesatuBentukdanI

Pasal 2
(1) Bentuk SPTPD empat persegi panjang dengan ukuran 21 x

28 cm.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (i) berisi
sekurang-kurangnyayaitu:
a. Nama wayib pajak;
bd. Aiamatv rajib pajak;
c. Masa paiak;I Tos bnGQ. pajas,
e. NPWPD
?v INtey VPrnAn walerenasedyi

any

e Nilaromset; dan
ion beaveruresey reas ric besrredcarvera NJ RRA ARDEA EL Hr Apres ONS Militias,

wv

Davia NCcUlia
Tatacara pengisian SPTPD

asal 22
vr

(ij) WP mengisi formulir SPTPD sebagaimana dimaksud dalam
asal 2 ayat {2} dengan mencantumkan Nama WP, Alamat,

NPWPD, tanggal jatuh tempo pajak, nomor rekening, jenis
pajak daerah dan jumlah paiak yang terutang,

J
4

(2) SPTPD omset yang telah diisi dikembalikan kepada
petugas.

4(3) Berdasarkan SPTPD:
diterbitkan SKPD.

ebagaimana dimaksud pada ayat (2)

BABI iT

TATA CARA PEMBERIAN PEMBAYARAN ANGSURAN
DAN PENUNDAAN PAJAK

Pasal 4

Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak
wher edad vivviulean ceabveyereys beriki wt4 bcilisg

a WP vang akan meclakukan nembavaran secara aANgsuran mauniin
mentinda nembayaran naiak harus menganikan permohonan

seme
nm an ale TI od min mameS€Cara Képaacda pmupati G&ngan GisSeriai aiasan Vailiz jeidas

dan melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang
diajukan permohonannya:

b. Permohonan scbagaimana dimaksud huruf a harus melampirkan

cA

rincian utang pajak dan/atau tahun pajak yang bersangkutan

5
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h.

fa
ds

dan disertai dengan alasannya, srta sudah diterima Bupati
(tujuhj) hari sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDBT

nbayaran secara angsuran maupun penundaan

WeaAalirle

wa Ikan per eemohonannya
Pormononsaae

pembayaran yang disetujui Bupati dituangkan dalam Keputusan.
.Pemberian angsuran tidak menunda kewajiban WP untuk
melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak
berjalan;

aan péembayaran diberikan paling lama 1 (satu) buian,
terhitung mulai jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam
SKPDKB, SKPDKBT atau STPD kecuali ditetapkan lain oleh

Pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan
bunga sebesar 2% (dua persen};
Perfntungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai
berikut
1} Perhitun an

untuk sanksi bunga dikenakan hanya terdapat

4 . . 1 . a - .pe} ‘ er: 4 cy ow cy wa cs oy tir clene Yr tirynior: gr esun aq
AN re

.

4) Bunea adalah hasil nerkalian antara qumilah sisa angsuran

Trasary anoateSo} Besarnya jumlah yang harus dibayar tlap angsuran adalah
pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2%
(dua persen}

Perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sehagai
bderikut :

1} Perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumleh pajak
terutang yang ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2%
(dua persen} dengan jumlah pajak terutang yang ditunda,
dikalikan dengan seluruh jumiah utang pajak yang akan
ditunda;

2) Besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah
utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2%
{dua persen) perbulan; dan

3) Penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling
lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah
ditentukan dan tidak dapal diangsur.
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Penund
pe

J RAL2Coo ws av

oN mish SUrTan inh hasil anrara

SiSa Pajak Yang veiumM atau akan diangsur dengan
O 51 08 rabics » ar

41 k paiak anys Lat a dalah hasil pembagian antar: nimiah
& La Ry

delivan Dunga S€oesal o (dua p 4]
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(1)

—™BAB IV

FNTOR, GENIS, ISI, URURAN DAN TANDA BUKT!
PEMBAYVARAN DAN BUKU NERIMAAN PAJAK

nN KES

Bentuk, Jeni {si dan Ukuran

VY

SEDELEE isi dan ukuran SKPD dan SSPD adalahee

Bentuk SKPD dan SSPD cmpe persegi
+

panjang:

Cw
.

a) 77
] Ch on or > 5 Ce ay
; | w
y

oO eS mn am CO AD

c. isi SKPD dan SSPD sekurang-kurangnya memuat :
. Nama Waiib Paijak,
Alamat Watib Pajiak,
NPWPD,
Taneggal jatuh tempo,

Ss. Nomor kode rekening,
6. Jumlahketetapan pajak terutang;

KI mein

on

q SEPD rlan SSPeppy sebagaiman1a dimaksud pada buruf Ccanak SY LLLLOAL

berukuran 21cm x 28 cm.

Bagian k

Kedua
Tanda Bukti Pernbayaran

1

ASAthN

SSPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 hurufc merupakan
tanda bukti pembayaran pajak tcruiang

ne: an 3 sogimans imaks avatBukii pernbayaran sebagatmana dimaksud pada ayat (1}
dinyatakan lunas setelah diperporasi

dan
divalidasi oleh

bendahara penerima atau bank yang dittinjuk.

aa

ION

Bagia Ketiga
Buku Penerimaan Pajak

Pasal 7
Buku penerimaan

pajale
sebagai bukti pencatatan WP yang

lunasi pajak terutangar)

ie
ne

el
al

Buku per
nerimaan

_sebagaimans
dimaksud pada ayat

DR

(9z. a

KUTaligily
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* J> +8
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sahaanNama Perub.
ih BPeaia1.

Nomor NPWPD dan Jeni Paje k:
mm ib AIAaj
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BAB V
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A mn) WA POTRATOTMOTA RT AT
A WT TT} TWISS TNA WNTTATA CARA PEMBERIAN PIENGURANGAN, KIERINGANAN DAN

NTA NY Tite 1APEMBEBASAN PAJAK

TFisagian
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5

am
Pars 4a {7 ‘a, gsTata Cara Pemberian Pengurangan dan Keringanan

oa

PoE

ASA 8
WP dapat mengajukan permohonan kepada Bupati untuk

3
ve hagatrrn:rimgeanean pa sh se bugarmanaL-ia be bes in Lad Cr ai

Lerce daiam SKPD
Permmohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
dengan persyaratan sebagai berikut:
a. Permohonan wajib pajak atau;
b. Dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan
mencantumkan alasan yang jelas dan ditandatangani oleh
wajib pajak; dan

c. Melampirkan fotocopi SKPD.
Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2} Bupatip Yat

dapat memberi atau menolak permohonan pengurangan dan

of

+

pe

Pemberian atau penolakan permohonan pengurangan dan
VrWd ajip pajak

Pembcbasan phitange pajak sebagaimana dimaksud pada
ve 4 wr rmavat {i} ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Ton wen ALL ~~ + } ~~” a
de ome sole anmharaimann

AUMLLLIVLLIUL LAL i ou

fa
y

oh (3
) a ce
) ee

. o
O +

ce
) ra

C
d. Jumlah pritang pajak; dan
é. Alasan pembebasan piutang pajak.
Piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dapat
dibebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. SKPD;
b. STPD.
Piutang Pajak wajib pajak orang pribadi yang menurut data
ungeakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagith lagi
disebabkan karena :

Wajib Pajak/Penanggung Pajak meninggal dunia,
b. Wajib Pajak/Penangeung Pajak dinyatakan pailit

ec
t

berdasarkan keputusan pengadilan dan dari hasil penjualan
harta tidak mencukupi untuk melunasi utang palaknya;

j

permononan pengurangan aanJemberian atau nenolakan t

itetapkan
i r

keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) d
AorA

dengan <eoutusan Bi sti

Keaua
ida@td

Para
Riina dapat membebasan piutangRy paiak di arenakan tidakyva

u c<edaluWarsaie odGaya

Beri.
imaksud nada avat se urang-kuranenya memuat

a dan jib pajax;
TAke

1uinl pajyak

4
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2.

sz

ajak/Penanggung Pajak tidak dapat diketemukan lagi
1

” Wajib Pajak/Penanggung Pajak pindah alamat dan tidak
mumngkin diketemukan lagi berdasarkan Surat Keterangan
dari Geuchik;
Wajib Pajak/Ponanggung Paiak meninggalkan Indonesia
lniuk selamanya berdasarkan Surai Keterangan dari
Geuchik.

ay P:

1

an

bo
RAB VI

TATA CARA PENGHAPLISAN PILITANG PAIAK YANG KADALUARSA

LY

. lia ii : ly - }
~~ on wo

3 r saed 1+luiang pajax ScoagaiMmana alimaksua padaped on .y
"4hapusan

Permohonan ighapusan piutang sebagaimana dimaksud
pada ayat {2} sekarang-kurangnya memuat:

icing Pp

(1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
pe+

a. Nama dan alamat wajib pajak;
b. Letak objek pajak;
Tahun pajak;

. Jumlah piutang pajak; dan
AAlasan pengapusan piutang pajak.

cs
)

ey
°

®

alPiutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud
pada ayat {1}adalah
a. SKPD;
b. STPD.

Pultang pajak wajib pajak orang pribadi yang menurut data

tunggakan
tidak dapat atau tidak mungkin ditagih iagi

a. Wajis pajak/pcnangegung pajak mcninggai dunia;
h Wath osiank /nenangming naa lk dinvatakan paihtoe ra J A Oo oO 4 J ~

nerdasarkan kepurusan pengadiian dan dari hasil penjuaian
en os ame am Then game santa te wen la moe ew PO aTiGaK MENCUKUPI UNTUK MEeEMnasi Utang pajaknya;

co. Wanb pajak/penangeune pajak tidak danat diketemukan lagi
karena :

angel mon = am aminmle a+
i. Wajid pajak/penanggung pajak

pt
indah alamat dan tidak

mungkin diketemukan lagi herdasarkan Surat Keterangan
dari Geuchik;
usr

Wapb
pajak/penanygung pajak meninggaikan Indonesia

wtuk selamanya berdasarkan Surat Keterangan dari
Geuchik.

Wat see Tesi wt wn
be mMiwuaren iwotK an tia ey be wr

-t
tertagin Gan/atau sudan kadallarsa

fo!

i+

Qtr

Li

di

iSos
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BAB VII
PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 11

Bupati melimpahkan sebagian kewenangannya di bidang
pemungutan pajak parkir kepada intansi teknis yang membidangi
ursan Pemerintahan bidang pemungutan Pajak Parkir.

BAB VUI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12
Ketentuan Mengenai :

a. Bentuk dan isi SPTPD tercatum dalam Lampiran I

b. Bentuk dan isi SKPD tercatum dalam Lapiran I
c. Bentuk dan isi SSPD tercatum dalam Lampiran I]
Yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 13
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 8 Januari 2018 ™M

20 Rabiui Akhir 1439 H

Leosens ACEH UTARAW.,

Tralee tt&—
H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 8 Januari 2018 M

20 Rabruil Akhir 1439 H
4

ERRETARIS DAERang
Paraf Koordinasi

ABDUL Aziz

Kepala BPKD
Ka. Bid. Pajak Daerah

W/dan Lain-Lain PAD
Kepala Bagian Hukum V

ZL.

ZL
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LAMPIRAN [| : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2018
TANGGAL 8 JANUARI 2018 M

20 RABIUL AKHIR 1439 H

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)

PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH UTARA

BADAN PENGELOLAAN KEUANGA DAERAH NO. SPTPD
Jalan Mayjend. T. Hamzah Bendahara
Lhokseumawe 24351 Masa Pajak

Tahun Pajak

SPTPD
( SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)

PAJAK PARKIR
A.NPWPD

B. NAMA WAJIB PAJAK
C. ALAMAT WAJIB PAJAK
D. NAMA USAHA
|F -ALAMAT TEMPAT USAHA
b. OESA / KECAMATAN
G. TELEPONE
H. DASAR PENGENAAN PAJAK OMZET / PENDAPATAN JUMLAH (Rp.)

1. Tempat Parkir :

Jumlah Total]:
I. PAJAK TERUTANG : Tarif Pajak 30%
J. KREDIT PAJAK :

K. YANG HARUS DIBAYAR : (lajur huruf I - huruf J)
L. PERNYATAAN WAJIB PAJAK Dengan menyadari sepenuhnya akan Lhokseuamwe,
/KUASANYA akibat termasuk sanksi sesuai qanun

yang berlaku, maka saya menyatakan
data yang diisikan beserta lampirannya ( )
adalah yang sebenar-benarnya.

DATA OBJEK PAJAK
“ ‘enis Objek : Tempat Parkir Kendaraan Bermotor
B. Luas Lahan . Meter2
C. Jam buka/jam tutup Pukul - s/d , atau selama Jam

No Jenis Kendaraan Kepastian kendaraan yang dapat diparkir Tarif (Rp.) Keterangan

Extra Jam
Jumlah

REKAPITULASI PEMAKAIAN TEMPAT PARKIR

Tanggal Tarif (Rp) Nomor Tanda Parkir Jumlah Omzet Jasa

Jumlah Total
II

Paraf Koordinasi , beBUPATI ACEH UTARAM,Kepala BPKD os, .

Ka. Bid. Pajak Daerah
dan Lain-Lain PAD V4 Ls Ith—
Kepala Bagian Hukam ig

4
H. MUHAMMAD THAIB

| I FT | H L_|
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LAMPIRAN Ill: PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR
TANGGAL

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

TAHUN 2018
8 JANUARI 2018 M
20 RABIUL AKHIR 1439 H

PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH UTARA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SSPD
Jalan Mayjend. T. Hamzah Bendahara (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH)
Lhokseumawe 24351 No. Urut

Masa Pajak
Tahun

Nama
NPWPD
Alamat

Tanggal Jatuh Tempo
Menyetor Berdasarkan
Untuk Pembayaran Bulan

uJ _ Tahun Pajak

No No. Rekening Jenis Jumlah

Jumlah Setoran Pajak

Dengan Hurut :

Ruang untuk Teraan Diterima Oleh, Lhokseumawe,
Kas Register / Tanda Tangan Petugas Tempat Pembayaran

Petugas Penerima Penyetor
Tanggal
Tanda Tangan
Petugas

UPATI ACEH uTARM a,

ace

T

mas S4£6——
H. MUHAMMAD TRAIB

Paraf Koordinasi

Kepala BPKD
Ka. Bid. Pajak Daerah
dan Lain-Lain PAD
Kepala Bagian Hukum —o

DdM
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LAMPIRAN IT: PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR TAHUN 2018
TANGGAL 8

_
JANUARI 2018 M

20 RABIUL AKHIR 1439 H

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)

UPATI ACEH UTARA We ,

H.MUHAMMAD THIAIB

PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH UTARA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SKPD
Jalan Mayjend. T. Hamzah Bendahara (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH) No. Urut

Lhokseumawe 24351 Masa Pajak s/d

Tahun

Nama
Alamat
NPWPD
Tanggal Jatuh Tempo

No No. Rekening Jenis Pajak Daerah Jumlah (Rp)

Dengan Hurof :

Jumlah Ketetapan Pajak

PERHATIAN
1. Harap penyetoran dilakukan melalui Kasir Penerimaan pada BPKD Kabupaten Aceh Utara dengan

menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
2. Anabila SKPD tidak atau kurang dibavar sctelah lcwat waktu paling lama 30 hari sejak SKPD ini

diterima dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan

Lhokseuamwe,
a.n Kepaia Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kepala Bidang Pajak Daerah dan Lain-Lain PAD

Paraf Koordinasi yA

Kepala BPKD
Ka, Bid. Pajak Daerah
dan Lain-Lain PAD
Kepala Bagian Hukum FW

SS >I U
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